LEMBARAN DAERAH
KABUP VIEN DAERAIL TINGKAT 11 SEMARANG

NOMOR : 6 TAHUN : 1981 SERL : D NOMOR : 2

| PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERnH TINGKAT II STIM/RARG — =
NOMOR 9 TAHUN 1980
TENTANG
KLDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
_ TINGKAT II SEMARANG ;
DPNGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPﬂLA BAERAR TINGKAT I1I 3EMARANG,
Menimbang: a, bahwa Peraturan Daerah Kabupa-
ten Semarang Nomor 8/Pd/ 1972
tentang Kedudukan Keuangan Ke-
tua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwalklilan Rakyat Daerah

Kabupaten Semarang, perlu di-
tinjau kembsli karsna sudah
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Mengingst : 1.

% 3w

tidak sesual lagil;

bahwa berhubungan dengan dikeluar-
kannya Peraturan Menteri Dalam Ne-
gerl Nomor 5 Tahun 1976 tentang
Pedoman mengenal Kedudukan Keuang-
an Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Surat Kawat Menterl Dalam  Nageri
Nomor Pem. 7/2/33 tanggal 15 April
1977, maka dipandang perlu meneta)

kan Peraturan Daerah Kabupaten Dag
rah Tingkat II Semarang tentang Kg
dudukan Keuangan Ketua, Wakil Ke-
tua dan Anggota Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah Kabupaten DaerahTing_
kat II Semarang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

{Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Ng

mor 3037);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah- daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propin- -
81l Jawa Tengah;.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No-

mor 5 Tahun 1976 tentang  Pedoman

mengenail Kedudukan Keuangan Ketua,

Wakil Ketua dan Anggots Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah dan Surat Ka

wat Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.
7/2/33 tanggal 15 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-~
rah Kabupaten Daerah Tingkat II. Semorang.

j .



Menetapkan :

3 -

MEMUTU S'K,A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
PINGKAT II SEMARANG TENTANG KE-
DUDUKAN KEUANGAN. KETUA, WAKIL K
TUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILA
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang.

dimaksud dengan :

a. Pemerintah Dserah ialzh Peme-
rintah Kabupaten Daersh Ting-
kat II Semarang; S

b. Dewan Perwakilan Rakyst Dae-
rah islah Dewan Perwakilan Rgk
yat Daerah Kabupatem Daerah
Tingkat II Semarang;

c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggo-
ta Dewan Perwakilan Rakyat Da
erah; : : _ '

d, Daerah lalah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang:

o, Uang paket ialah wang yang dj

bayarkan kepada Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah, un-
tuk setlap hari menghadiri rg
pat-rapat Dewan Perwakilan Rsk
Yat Daerah yang sah, dalam mg
na telah termasuk uang sidang,
uang pengangkutan lckal dalam
kota dan uang makan; '
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f.

-l .-

Uang representasi ialah tunjg
ngan bulanan tetap berupa usng
yang diberikan kepada Ketua,
Wakil Ketva Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berhubung de-
ngan kedudukannya;

Uang kehormatan ialah tunjang
an bulanan tetap bérupa uang
yang diberikan kepada Pimpin-

an Dewan Perwakilan Rakyat

Dasrah berhubung dengan jabai

annys gebagal Ketua dan Wakil

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; . -

Pasal 2.

(1). Tanggal mulai memangku jabal

an Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rl
yat Daerah ialah tanggal mg

reka mengangkat sumpah atau

mengucapkan janji pada pe-

lantikannya sebagal Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota De-

wan Perwakilan Rakyat Dae-

rah;

(2). Saat berhenti memangku jebak

an Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Bewan Perwakilan Rajy-
yat Daerah ialah tanggal mg
roks menyatakan berhenti,di
berhentikan atau meninggal
dunia.
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BAB II,
UANG PAKET
Pasal 3.

(1). Besor uang paket bagl Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daersh adalah  se jumlah
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

' .Dalam Negeri Nomor S tahun 1976 beserts
. peraturan-peraturan rangkalan perubahan-
nya; ;

(2). Uang paket dibayarkan kepada Anggota De-
wan Perwekllan Rakyat Daerah yang meng-
hadiri rapat-rapat Dewan Perwakllan Rak-
yat Daerah yang sah dengan ketentuan :
a. Untuk rapat satu hari satu malam ha -

nya dibayarkan satu kall uang paket ;

b, Selain darl uang paket tidak dibayar-
kan lagi uang sldang, uwang pergangkui
an lokal, uang penglinapan dan uang mg
kan.

Pagal 4.

Ke pada thuéfdan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tidak diberiksn uang paket un-
tuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadiri -
nya.

Pagal 5.

Rapat-rapat yang sah darl Seksi Panitia dan
lain sebagalnya yang dibentuk oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat Dasrah dipandang sebagsi rapat
rapat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dan ter-
hadapnys berlaku ketentuan-ketentuan yang di-
makeud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan
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Pasrah 1ini, %

i B

BAB IIX.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

(1).

(2).

-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pagal 6. .

Besar uang kehormatan bagi Ketua dan Wg
kll Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae-~
rah adalah ssjumlah yang ditetapkan da-
lam Peraturan Menteri Dalam Negerl No-
mor 5 Tahun 1976 beserta Peraturan-per-
aturan rangkaian-perobahannya 3

Di atas jumlah yang ditetapkan pada syat
(1) d1 atas, kepada Ketua dan Wakil Ke-
tua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di-
berikan tunjangan keluarga dan tunjang-
an lainnya yang berlaku bagi Pegawal Ng
geri/Daerah.

BAB 1V,

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Pagal 7,

Di sampling penghasllan dimaksud dalam Pasal
6 Peraturan Daerah ini, tiap-~tiap bulam di-
berikan uang representasi bagl Ketua dan Wa-
kil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ge-
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Mentg
ri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 beserta
Peraturan-peraturan rangkaian perubahannya.
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Pasal 8.

Pégawai Negeri, pﬁg&wai.qurah, atau Anggota
Angkstan Bersenjata Republik Indonesia yang

diangkat sebagal Ketua, Wakil Ketua Dewan Pep
wakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan me-
nerima penghasilan rangkap (dobel).

~ Pasal 9.

: Aphbila uaﬁg kehormatan sebagal Ketua, Wakil
Ketua Daerah Perwakilen Rakyat Daerah kurang

dari pada gajJl pada waktu yang bersangkutan -

aktlif sebagal Pegawal Negeri, Pegawal Daerah
atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
maks ia menerlima tambahan berupa selisih ke-
dua penghasilan itu.

BAB V, :

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN
DINAS LAINNYA,

Pasal'lo.

(1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerazh selama .mereka da-
lem jabatan tersebut dam bilamana keuang
an Daerah memungkinkan dapat disediakan
sebuah rumah Jabatan dengan ketentuan,beh
wa biaya pemeliharaan pemakaian sir, pe-

, herangan dan gas untuk rumah itu di-
tanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang
harus ditinggalkan/dikembalikan kepada
Daerah tanpa seguatu kewajiban dari fihak
Daerah pada waktu yang bersangkutan ber-
henti sebagal Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;



(2).
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Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah selama mereks da-

© lam jebatan tersebut dan bilamana  lke-

uangan Daerah memungkinkan, dapat di-

- sediakan sobuah mobll atau alat  peng-

TVANG

(1).

~diberikan uang perjalanan dan uafig pe-

().

angkutan laln untuk keperluan dinas sep
ta pengemudinya dengan ketentuan bahwa
blaya pemakaian tersebut ditanggungoleh

‘Pemerintah Daerah dan yang harus di~

kembalikan dalam keadaan wajar kepada
Daerah tanpa suatu kewajiban dari fihak
Daerah pada waktu Yang. bersangkutan ber
henti sebagal Ketua atau. Wakil Ketua Dg
wan Perwakilan Rakyat Daerah -

B A B. VI,

AN DINAS
Pasal 11,

Kepada Anggota Dawan ‘Perwakilan Rakyat
Daerah yang melakukan perjalanan dinas

JALAN, UANG PENGINAPAN DAN- UANGIHERMLAH

nginapan yang harus dipertanggung Jjawal
kan sesual dengan peraturan yang =~ di-
tetapkan berlaku bagli Pegawal Negeri /
Daerah untuk Golongan II ;

Uang per jalanan pindah diberikan untuk
perjalanan pindah daril kediamam semula
ketempat kedudukan Dewan Perwakilam Ral
yat Daerah yang bersangkutan dan se~
baliknya.

"B AB VIIL |
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B AB VII.
UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT
Pagal 1l2.

Kepads Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Porwakilan Rakyat Dmerah bukan Pegawal Nege-
ri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Re
publik Indoneslia serta keluarganya diberikan
penggantian blaya pemeriksaan, pengobatan dan
perawatan dokter, sesusl dengan peratursn -~
yang berlaku bagl Pegawal Negeri/Daerah,

B AB VIII.
TUNJANGAN KEMATIAN.
- Pagal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwalcl]
an Rakyat Daerah menimggal dunia, kepada ah-
11 wsrisnya diberikan tunjangan keaatlan se-
‘banyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih
dan apabila yang bersanghkutan meninggal dunia
dl dalam dan atau karena menjalankan tugas

diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 duai
bulan uang kehormatan bersih, '

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil  Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang moninggal
dunia, dari tempat kedudukan ketempat kedlap
an semula, apabila dikehendakl ahli warisnya
ditanggung oleh keuangan Dserah.

BAB IX.

11
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BAB IX.
TANDA PENGHARGAAN
.Pasal 15.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dg
wan Perwakilan Rakyat Daerah pada ' akhir
maea jabatannya atau pada waktu diberhen
tikan dengan hormat dari Jabatannya atau
meninggal dunia diberlkan uang’ tanda peng
hargaan yaitu : e e R
a. bagl Ketua dan Wakll Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6
(enam) bulan memangku jabatan sejumlah
1 (satu) kali uang kehormatan bersih
dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) ka
1i uang kehormatan bersih ; -

b. bagl Anggota Dewan Perwakilan Rakyat .
Daerah sesuai ketentuan ayat (1) hu-
ruf a, akan tetapl besarnya uang ke~
hormatan bersih bagl Anggota dltetap-
kan dengan Keputusan Bupati Kepala Dg
erah Tingkat II Semarang dengan mem -
perhatikan kemampuan keuangan Daerah
sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga 3
dari uan% kehormatan bersih yang di-
torima oleh seorang Wakil Ketua.

(2). Maga memangku jabatan yang kurang darl 6

(3).

(enam) bulan dibulatkan keatas menjadl 6
(enam) bulan penuh ; . @ = >
Dalam hal Ketus, Wakil Ketua dan. Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal

-dunia{ uang tanda penghargaan  tersebut
1

ayat } Pagal ini diberikan kepada ahli.
warisnya.

12
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CBAB X,
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pagal 16.

(1). Segala akibat keuangan karena ketenty
' an ~ ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini menjadl beban keuangan Daerah ;

- (2). Kesulitan - kesulitan yang timbul da
lam pelaksanaan Peraturan Dgerah inil
akan diselesaikan oleh Gubernur Kepals
Daerah Tingkat I Jawa Tengab.

BAB XI,
KETENTUAN PENUTUP,
P&Bal 17 r

(1). Dengan berlakunya Peraturan DPaerah ini, =
maka tidak berlaku lagl Peraturan Dag
rah Kabupaten Semarang Nomor 8/Pd/1972
dan semua keputuean - keputusan yang
berhubungar dengan penghasilan  pokok
dan penghasilan ~ penghasilan lain ba-
g1 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota De-

-wan Perwakllan Rakyat Daerah ;

15
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(2). Peraturan Daerah ini berlaku pada hari
pertama sesudah hari pengundangannya.
Ungaran, 11 Desember 1980,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAKRAH
DAERAH KABUPATEN DABRAR TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT 1I SEMARANG .

ttd . . ttd

(SIPAR HARDJOSGOKMARTO) (Ir. SORSMONO MARTOSISHOJO)

Digyshkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13
Maret 1981 Nomor 1883%/59/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 6 tanggal
¢ April 1981 Seri D Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah/.
Dasrah,

ttd.
Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKQ
NIP. 0100267k.
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